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Abstrak
Reklamasi pantai merupakan kegiatan yang membutuhkan jaminan
kepastian Hukum terutama mengenai sfafus tanah yang diperoteh dan
rencana pemanfaatannya. Reklamasi sendiri maksudnya untuk
memanfaatkan ruang yang semula dianggap tidak berguna menjadi ruang
yang berguna. Penelitian ini mengambil objek di Sulawesi Se/afan, Bali
dan Pantai Utara Jawa khususnya di Jakarta {Jtara dengan permasalahan
apakah pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku dan adakah pelanggaran hukum yang terjadi dalam rangka
pelaksanaan reklamasi untuk memperoleh data primer digunakan cara
wawancara dengan pejabat terkait beserTa tokoh-tokoh masyarakat
setempat sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Pada
prinsipnya reklamasi di obyek penelitian dilaksanakan sesuai tJndang-
undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda tentang
RTRW setempat, namun masih dijumpai di beberapa pelanggaran
ketentuan hukum didalam pemanfaatan ruang hasit reklamasi sepe rli yang
terjadi di Pantai Utara dan Bali.
Kata kunci'. Reklamasi Pantai
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebutuhan akan tanah sekarang ini semakin meningka:
yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk, bada-
usaha yang didirikan, dan kebutuhan lain yang berkaitan denga-
tanah. Tanah sebagai karunia Tuhan merupakan Sumber Dat.
Alam (SDA) yang diperlukan oleh manusia sebagai penunja.-
kehidupannya, seperti pangan, sandang papan, bisnis. indus:
rekreasi, pendidikan, bahkan sampai pemakaman. Kondisi
menjadi bukti bahwa tanah mempunyai peran yang besar b:_
kehidupan masyarakat. Secara umum, pengembangan diberba_.
wilayah perkotaan di lndonesia dipicu oleh proses industrialrs.,
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Dengan bertambahnya penduduk menyebabkan kebutuhan
akan tanah menjadi bertambah pula, padahal ketersediaan tanah
secara turun temurun sifatnya tetap Bahkan untuk beberapa
wilayah, ketersediaan akan tanah justru berkurang karena faktor
bencana alam seperti tsunami ataupun abrasi. Hal ini jelas akan
menimbulkan masalah lain, yaitu masalah pengembangan lahan
karena kapasitas tanah yang tersedia sudah tidak mencukupi,
masalah pemukiman, dan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan
antara persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan akan
tanah yang tidak terbatas, menyebabkan alternatif pengembangan
metropolitan selain melakukan ke arah daratan juga melakukan ke
arah perairan pantai yaitu dengan cara reklamasi. Kegiatan
reklamasi pantai dilakukan dengan mengubah laut nrenjadi
daratan/ lahan.
Hal ini merupakan salah satu upaya manusia untuk
memaksimalkan pemanfaatan alam yang terbatas. Seiring dengari
perkembangan zaman. kebutuhan terhadap tanah menimbulkan
berbagai konflik/ sengketa, baik antar perorangan maupun suatu
kelompok terkait. Secara umum, sengketa tersebut muncul karena
adanya "claim" kepemilikan hak atas tanah ataupun penguasaan
hak atas tanah dimana masing-masing pihak yang bersengketa
merasa paling berhak atas tanah yang dipersengketakan. Oleh
karena itu, dibutuhkan jaminan kepastian hukum dan kepastian
pemegang hak atas tanah tersebut supaya dapat melindungi
pemegang hak atas tanah terhadap gangguan-gangguan baik dari
sesama warga maupun dari penguasa sekalipun Kepemilikan hak
atas tanah yang dilakukan dengan upaya pemohonan hak tentunya
akan memiliki kekuatan bukti yang lebih kuat. dibandingkan
kepemrlrkan yang didasarkan waris turun temurun maupun
transaksi antar anggota masyarakat Bagi tanah reklamasi yang
merupakan tanah Negara, dapat diberikan dengan suatu hak atas
tanah kepada pihak lain Pemberian hak atas tanah Negara kepada
seseorang ataupun badan hukunr tidak berarti melepaskan hak
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menguasai dari Negara atas tanah yang bersangkutan. Tanah
tersebut masih tetap berada da\am penguasaan Negara namun
kewenangan Negara atas tanah yang bersangkutan menjadi
terbatas. Hal ini berarti, Negara tidak akan mengganggu
penguasaan dan penggunaan tanah yang telah diberikan suatu hak
kepada seseorang ataupun badan hukum.
Di lndonesia, pemberian hak atas tanah telah diatur oleh
Negara. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang- undang Dasar
1945 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan.
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-b es a r ke m a km u ran raky at"
Atas dasar ketentuan konstitusi tersebut diatas, Negara
wajib mengupayakan kemakmuran kepada rakyat dengan
membatasi penguasaan tanah secara berlebihan serta
mempermudah prosedur mendapatkannya. Adapun prosedur
serta pembatasannya diatur dengan peraturan perundang-
undangan yang berada dibawahnya sehingga diharapkan
penggunaan dan kepemilikan atas tanah berjalan dengan tertib.
Perumusan mengenai pgmberian hak atas tanah menurut
Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1gg9 tentang pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan pemberian
hak atas tanah Negara adalah penetapan pemerintah yang
memberikan suatu hak atas tanah Negara, termasuk
perpanjangan jangka waktu hak dan,pembaharuan hak.
Reklamasi atas Pantai merupakan salah satu kasus yang
membutuhkan jaminan kepastian hukum terutama mgngenai hak
atas tanah yang diperoleh. Reklamasi sendiri maksudnya adalah
untuk memanfaatkan lahan yang dianggap tidak berguna menjadi
lahan yang berguna
Penyelenggaraan Reklamasi dilaksanakan sebagai
perluasan wilayah pada umumnya, wilayah Bali, sulawesi
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selatan, dan Pantai Utara Jawa pada khususnya. penataan
kawasan daratan pantai diarahkan bagi terwujudnya tanah hasil
reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya susuai dengan
rencana tata ruang wilayah daerah masing- masing yang
dijabarkan dalam rencana terinci kota yang ditetapkan oleh
Gubernur Kepala daerah. Dengan penataan terpadu, maka akan
dihasilkan kawasan daratan pantai yang berhasir guna dan
berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan,
pelestarian daerah bangunan bersejarah dan kelancaran lalu
lintas, serta peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir.
Keuntungan yang diperoleh dengan cara rekramasi pantai, yaitu
diperolehnya tanah tanpa melakukan penggusuran penduduk dan
tidak diperlukan membayar ganti rugi.
Sedangkan, wewenang pemberian hak atas tanah Negara
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1gg9 tentang pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan pembataran Keputusan pemberian
hak atas tanah Negara, dan Peraturan Menteri Negara Agrarial
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1g99 tentang
Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan.
Untuk menyelenggarakan rekiamasi pantai terdapat
beberapa prosedur yang harus diperhatikan yaitu perusahaan
atau badan hukum mengajukan permohonan pemberian izin
penimbunan pantai kepada Gurbernur/ Kepala Daerah propinsi di
wilayah daerah dimana reklamasi pantai tersebut dengan
melampirkan atau memenuhi syarat- syarat antara lain yaitu:
1 . Menyusun "site plan" rencana penimbunan pantai dengan
meminta persetujuan Walikota/ Bupati setempat,
2. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL),
3. Adanya izin lokasi, izin lingkungan, izin reklamasi.
Penataan ruang dalam rangka mengatur pemanfaatan
ruang berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi
B9
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lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan yang mana ses,.:
dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tenta - _
Penataan Ruang. Penataan Ruang meliputi ruang daratan, rua-:
lautan, ruang udara beserta sumber daya alam yang terkand-.- _
di dalamnya sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Ta- _
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN
Perumusan Masalah
1. Apakah pelaksanaan reklamasi pantai di obyek penelL:,
telah sesuai dengan azas dan tujuan Penataan Rua- _
dalam Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 dan peratu-=
Pemerintah No. 26 Tahun 20087
2. Adakah pelanggaran hukum yang dilakukan dalam ran:..
pelaksanaan reklamasi pantai yang mengakibatkan keruc -
bagi masyarakat setempat?
3. Apakah petaksanaan reklamasi pantai yang kemudian o - ,
oleh revitalisasi kawasan yang bersangkutan sudah ses,. l
dengan tujuan perlindungan pengelolaan lingkungan hidr: -
Metode Penelitian
1. Data dan Sumber Data
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini te--:
dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diper: =
dari bahan-bahan pustaka yang tergolong ke dalam bahan s._ _
dokumen. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum pr - .
yaitu merupakan bahan- bahan hukum yang meng . :
Sedangkan bahan hukum sekunder dipergunakan da.
penelitian ini untuk memberikan penjelasan terhadap ba- -
hukum primer meliputi berbagai literatur tentang pena.: :
ruang di dukung oleh buku- buku ilmiah, hasil pene : .
makalah ilmiah, mass media. Data primer diperoleh-_..:
wawancara dengan menggunakan pedornan wawar-:. :
kapada para pelabat kantor lrngkungan hidup dan pe -
propinsi daerah yang menjadi obyek penelitian
C.
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Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (studi
dokumen/library research) yaitu penelitian yang dilakukan
berdasarkan atas karya tulis atau literatur tentang penataan
ruang khususnya tentang rencana tata ruang wilayah dalam
rangka pengembangan kota untuk kawasan wisata yang
diperoleh melalui bahan pustaka berupa buku- buku ilmiah,
hasil penelitian, makalah ilmiah, dan mass media. Selain itu,
juga dilakukan studi lapangan atau field research dengan cara
wawancara kepada para pejabat kantor dan Pemda Propinsi
Daerah yang bersangkutan.
Pengolahan dan Analisis Data
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan
dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu
kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah"
KAJIAN TEORI
A. Tujuan dan Perencanaan Tata Ruang
Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2AC7
tentang Penataan Ruang, bahwa penyelenggaran penataan ruang
bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif , dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
1. Terwujudnya keharmonisan antara Iingkungan alam dan
lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduarr dalam penggunaan sumber daya
alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan
sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan
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Perencanaan tata ruang adalah suatu proses - - . - -
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang melipu:
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
Rencana tata ruang dilakukan untuk menghasilkan
rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata
ruang drsusun berdasarkan pendekatan wilayah admrnistratif
dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan
pola ruang.
Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi
rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap
memerhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana
masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan
yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur
tentang pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendatian yang
disusun untuk setiap zona peruntukkan sesuai dengan rencana
rinci tata ruang.
Sehubungan dengan hal ini, rencana umum tata ruang
secara hierarki terdiri atas:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata
ruang Wilayah Kota.
Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri atas:
a. Rencana tata ruang pulau atau kepulauan dan rencana tata
ruang kawasan strategis nasional;
b. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsr; dan
c. Rencana detail tata ruang kabupaten atau kota dan rencana
tata ruang kawasan strategis kabupaten atau kota
Berdasarkan ketentuan dratas rnaka tata ruanc
dilaksanakan oleh pemerintah pusat pemerintah daerah tingkat i
hingga pemerintah daerah tingkat ll Oleh karena itu dalan-
rangka penetapan rencana tata ruang yang luga terdiri darr tiga
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tingkatan, yartu tingkat nasionar, provinsi daerah tingkat r dan
kotamadya atau kabupaten daerah tingkat r.1 Untuk
menyerenggarakan penataan ruang perru memperhatikan.
a. Kondisr fisik wirayah Negara Kesatuan Repubrik rndonesia
yang rentan terhadap bencana;
b Potensr sumber daya aram, sumber daya manusra, dan
sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosiar, budaya,
politik, hukum, pertahanan keamanan, ringkungan hidup,
serta irmu pengetahuan dan teknoroqi sebagai satu
kesatuan; dan
c Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
Langkah-rangkah yang harus diperhatikan daram penataan
ruang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosiar, budaya maka
oembangunan yang menyangkut dengan bidang-bidang
kehidupan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang baik
Ji tingkat nasionar, provinsi maupun tingkat kabupaten atau
kotamadya.
: Pengertian wilayah pesisir dan rekiamasi pantai
wilayah pesisir merupakan wirayah perarihan antara daratan
;an perairan !aut. secara fisiografis, wrrayah pesisir adarah wirayah
--:ara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi
:3sang surut air raut yang di bentuk oreh endapan rempung hingga
-:srr yang bersifat lepas.
Reklamasi rahan adarah proses pembentukan rahan baru di
:=s sir atau bantaran sungar Sesuai dengan definisinya. tujuan
"1^ra reklamasi adarah menjadikan kawasan berair yang rr_rsak
.-., tak berguna merjadi lebih balk dan bermanfaat. Kawasan
."- rersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan permukir.nan,
- ^:ustrran, brsnis dan perlokoan, perabuhan udara. perkotaar.r
= Iirian, serta objek wisata
Kawasan rekramasr pantai merupakan kawasan hasir
: -.fS3,-.daerah pesisir pantai merarui rekayasa teknis untuk
' ::rrbangan kawasan baru Kawasan rekiarnasi pantai
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termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai,
dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial,
ekonomi, dan fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.
Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu (PPST) merupakan
salah satu alternatif pendekatan pengelolaan wilayah pesisir untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Pola PPST mempunyai empat ciri, yaitu:
a. Adanya perhatian yang mendalam terhadap sistem sumber
daya alam yang ada di wilayah pesisir untuk berbagai
kegiatan manusia;
b. Optimalisasi pemanfaatan ganda dari ekosistem pesisir
serta seluruh sumber daya alam yang terdapat di dalamnya
dengan mengintegrasikan informasi ekonomis dan sosial;
C, Pendekatan intendisipliner dan kerjasama intersektoral
dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang
kompleks, yang kemudian diformulaslkan secara strategis
bagi perluasan diversifikasi berbagai kegiatan ekonomi;
d. Membantu pemerintah dalam meningkatkan e{isiensi dan
efktivitas investasi kapital, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan
pembangunan nasional.
Penataan kawasan pesisir tidak lepas dari semangat
UndangUndang 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang yang
mengandung pengertian ruang, tata ruang, penataan ruang,
rencana tata ruang yang kesemuanya berasaskan pemanfaatan
ruang bagi semua kepentingan ,|"rrc terpadu, berdaya guna
dan berhasil guna dengan tujuan antara.lain:
a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan
b
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional:
Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan
lindung dan kawasan budidaya, dan
Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
III.
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Pendekatan pemanfaaian ruang untuk penyusunan
penataan ruang di wilayah pantai tidak dapat dipisahkan dari
konsep perencanaan tata ruang untuk keseluruhan wilayah.
PENEMUAN DAN ANALISIS
Berdasarkan hasil penelitian lapangan di sulawesi Selatan,
Pantai Utara dan Bali dalam bab ini akan diuraikan beberapa
penemuan dan analisrs data hasil penelitian
A. Obyek Penelitan Makassar
Kawasan Khusus Pengendalian & Pengembangan pANTAI
MAKASSAR
1. Mewujudkan kegiatan MITIGASI secara keseluruhan dan
terpadu di sepanjang Pantai Makassar termasuk
pengaruh dari rencana kegiatan pembangunan sepanjang
Pantai Makassar.
2. Mewujudkan Pemanfaatan ruang secara nraksimal
da ri hasil ruang yang dibutuhkan dari kegiatan rnitigasi
(RUANG MITIGASI) dengan pertimbangan azas
manfaat yang sebesar-besarnya bagi Kota Makassar.
3. Membatasi secara KETAT kegiatan Pemanfaatan
Ruang terhadap FUNGSI-FUNGSI RUANG "SELEKTIF"
Reklamasi yang diikuti revitalisasi dikota Makassar
Reklamasi dilakukan dengan cara pengurugkan sebagian
Pantai Losari dan kawasan Tanjung Bunga yang kenrudian
diikuti dengan Revitalisasi serta pembangunan Trans Studio
(dunia fantasinya Makassar) dilengkapi dengan mall yang
cukup besar dan mewah di wilayah Tanjung Bunga
B. Obyek Penelitian Pantai Utara Jakarta
Untuk membedakan reklamasi dan revitalisasi.






Beberapa hal drlakukan pada tahap ini, yaitu persiapan
rencana, studi pendukung, perijinan, sosialisasi
rencana, penyiapan sumber material konstruksi dan
koordinasi bagi pelaksanaan reklamasi Tahap
persiapan ini telah berlangsung sejak tahun 1995.
Tahap Konstruksi
Pada tahap ini mencakup beberapa kegiatan
pembangunan fisik penyiapan lahan baru melalui
reklamasi, pembangunan sarana dan prasarana
lingkungan serla pembangunan perumahan, gedung
perkantoran, niaga, rekreasi dan fasilitas umum lainnya
di atas lahan hasil reklamasi. Kegiatan ini telah dan
akan berlangsung secara simultan, di mana sebelum
diterbitkannya Keppres No. 52 Tahun 1995 telah dilakukan
reklamasi pada beberapa wilayah pantai utara Jakarta,
seperti pembangunan Pantai lndah Kapuk, Perumahan
Pantai Mutiara. Kegiatan pembangunan tersebut telah
dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI
Jakarta 1995-2010 dan Rencana Tate Ruang Kawasan
Pantura Jakarta. Kegiatan reklamasi di pantai utara Jakarla
dilaksanakan untuk menyiapkan lahan barn seluas 2.700 Ha
dengan areal terdiri dan 3 (tiga) Sub-Kawasan yang
disesuaikan dengan pembagian Sub-Kawasan pantai utara
Jakarla, yaitu Seksi Barat seluas 1.000 Ha, Seksi Tengai-
seluas 1.400 Ha dan Seksi Timur seluas 300 Ha Pada
tahap ini beberapa kegiatan dilaksanakan antara lain .
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0 Kebutuhan tenaga kerja
3) Tahap Operasi
Tahap ini merupakan pemanfaatan seluruh hasil
kegiatan reklamasi. Aktifitas utama dalam tahap ini
adalah:
a) Penghunian perumahan, aktifitas niaga dan jasa,
b) Pariwisata dan rekreasi,
c) Angkutan laut untuk barang dan penumpang,
d) Pergerakan lalu lintas dan
e) Pembuangan air hujan, air kotor dan penanganan
sampah.
Revitalisasi
Pada hakekatnya revitalisasi diselenggarakan melalui
kontribusi pendanaan dan penyelenggaraan reklamasi pantai
utara Jakarta Akan tetapi dengan terjadinya krisis ekonomi dan
moneter, penyelenggaraannya memperoleh prioritas sebagai
program aksi dalam kerangka rescue, recovery dan
developmenf program yang oembiayaannya diupayakan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta,
JPS, Kredrt Usaha Kecii-Kredit Usaha Kecil Menengalr (KUK-
KUKM), program pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dan bantuan hibah cjan
organisasi internasional. 12 Sesuai dengan posisi pengembangan
kawasan pantai utara Jakarla, dalam kegiatan pembangunannya
tidak seluruhnya dilaksanakan melalui revitalisasi karena berbagai
program pembangunan Jakarla Utara merupakan kewenangan
Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui
departemen sektoral Oleh karenanya revrtatisasi kawasan
pantai utara Jakarta dibatasi pada program perbaikan dan
peninqkatan kualitas lingkungan pada beberapa oblek dan area
yang terutama didirikan dengan kehidupan yang berorierrtasi
pada pantai dan Taut Secara berkesinambungan. program
revitalisasi terdiri atas prograrn jangka pendek, larrgka menengah
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dan jangka panjang. Program jangka pendek dilaksanakan
hingga tahun 2004 yang diarahkan guna meningkatkan kondisi
sosial ekonomi masyarakat yang tinggal pada kawasan
kumuh dalam bentuk penyediaan bantuan modal usaha,
pembangunan fasilitas kerja, perbaikan kampung, perbaikan
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, pembangunan
fasilitas umum dan sosial, pemugaran objek sejarah. Program
jangka menengah yang dilaksanakan antara tahun 2000-2UA
diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi di wilayah utara
Jakarta dengan cara pengembangan kegiatan usaha ekonomi
maupun aktifitas wisata bahari. Sedangkan program jangka
panjang dilaksanakan antara tahun 200A-2020 yang diarahkan
guna mewujudkan kawasan pantai utara Jakarta sebagai
kawasan andalan DKI Jakarta dan merupakan salah satu
kawasan ekonomi dengan prospek yang menjanjikan.
Program jangka panjang ini bersifat komplementer terhadap
pembangunan untuk mewujudkan kawasan ekonomi prospektif
Jakarta utara termasuk pembangunan sentraprimer.l3
Program revitatisasi memiliki karakteristik yang berbeda
dengan program reklamasi yAitu:
1) Diselenggarakan pada kawasan atau area yang tertentu
yang relatif tidak seluas lahan reklamasi;
2) Diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan yang relatif rendah untuk
kepentingan warga setempat;
3) Diselenggarakan untuk 'melestarikan fungsi lindung
lingkungan alam;
4) Diselengg arakan untuk melestarikan cagar
b ud aya;
5) Sebagian'program dilaksanakan sebagai proyek
berskala kecil pada lokasi yang terpisah dengan
karakteristik kegiatan pembangunan; dan
6) Kegiatan revitalisasi tidak selalu merupakan kegiatan
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fisik tetapi juga dalam bentuk pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat
Tahap Pra-konstruksi
Tahap ini diawali dengan penelitian tentang karakteristik sosial
ekonomi dan sosial budaya, koordinasi antar lembaga perencanaan,
pendanaan, sosialisasi program revitalisasi dan penyiapan peri.linan
pembangunan. Pemerintah Daerah DKI Jakarla Pada tahap ini seluruh
kegiatan dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana reklamasi, yang
pada intinya pelaksanaan persiapan revitalisasi dilakukan sesuai
tahapan pelaksanaan konstruksi masing-masing objek yang
dituangkan dalam program jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang.
Tahap Konstruksi
Program jangka pendek untuk kegiatan konstruksi tidak selalu
dalam bentuk aktifitas konstruksi fisik, tetapi juga dalam bentuk
pembinaan dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat setempat. Program jangka pendek dan menengah
dilaksanakan dalam bentuk proyek pembangunan yang
dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Reklamasi melalui
pendanaan Pemerintah DKI Jakarta dan sumber dana lain. Oleh
karena diarahkan dalam bentuk proyek pembangunan, maka
dilakukan penetapan prioritas bagi objek-obyek revitalisasi
jangka pendek dan menengah. Kegiatan konstruksi fisik dan non-
fisik dilaksanakan sesuai siklus anggaran pemerintah Besaran
dan volume aktifitas konstruksi ditetapkan menurut perencanaan
proyek dan anggaran yang beraganr untuk setiap proyek
revita lisasi
Objek revitatisasi jangka pendek antara lain meliputi:
a) Perbaikan prasarana frsik lingkungan dan prasarana
perrkanan di kali Kernel.
b) Pembangunan dermaga pendaratan ikan dr Muara Karnal,
c) Penyediaan sarana perdagangan ikan di Kamal Muara,
d) Penyediaan fasilitas umunr dan sosral di Kali Kernel.
1)
2)
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e) Penyedraan jaringan air bersih di Muara Angke;
0 Pembangunan fasilitas umum dan sosial di Muara Angke;
g) Pembangunan Rumah Susun sederhana dan fasilitas
jalan di Kampung Luar Batang;
h ) Bantuan permodalan bagi industri kerajinan tradisional di
Kampung Luar Batang;
i) Rehabilitasi suaka margasatwa di
Angke;
Rehabilitasi hutan lindung di Angke Kapuk;
Rehabilitasi hutan wisata Kamal; dan
Relokasi pergudangan di Kecamatan Penjaringan dan
Pademangan,
m) Normalisasi Kali Muara Baru
n) Pemugaran bangunan tua di Kota Lama;
o) Pembangunan Rumah Susun di '15 lokasi yaitu di Kali
Tanjungan, Cengkareng Drain, Kanal Barat, Muara Karang,
Grogol, Cideng, Ancol, Koja,'Sunter, Cakung Drain, Blencong,
Cakung Lame, Pademengan Barat, Waduk Pluit dan
Sunter Selatan.
Untuk program revitalisasi jangka menengah dan jangka
panjang yang ditujukan untuk menciptakan kawasan pantai Mara
Jakarta sebagai kawasan andalan DKI Jakarta y2ng meliputi
beberapa objek dalam skala kawasan yaitu:"
1) Kawasan wisata bahari Kernel Muara.
Program revitalisasi pada kawasan wisata bahari Kamai
Muara ditujukan untuk membangun daerah mini niaga dan
rekreasi pantai. Kawasan ini terletak di tepi Kamal Hilir
mencakup areal 145 Ha. Sasarannya adalah pemberdayaa-
ekonomi masyarakat seternpat yang sebagian besar sebaga
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2) Kawasan wisata bahari Sunda Kelapa.
Pembangunan kawasan ini ditujukan untuk membangun
kembali kawasan yang bemilai sejarah terbentuknya kota
Jakarla. Berbagai objek sejarah dan budaya terdapat di
kawasan Kota, pelabuhan Sunda Kelapa, Luar Batang dan
Pasar lkan. Kawasan wisata bahari Sunda Kelapa
direncanakan pada areal 50,35 Ha dengan fungsi utama
sebagai terminal bareng intra-insuler dan pelabuhan wisata
bahari.
3) Kawasan Muara Angke.
Kawasan Muara Angke direncanakan sebagai kawasan
bahari terpadu yang direvitatisasi melalui pembangunan
dermaga pendaratan, pembangunan dan rehabiliiasi,
renovasi Pasar lkan, perbaikan pemikiman nelayan dan
prasarananya serta peningkatan prasarana penunjang
kegiatan pengolahan hasil perikanan.
3t Tahap Operasi
Kegiatan utama pada tahap ini adalah pemanfaatan hasil
pembangunan fisik seluruh prasarana dan sarana di kawasan atau
oblek revitalisasi serta meningkatkan aktifitas ekonomi terutama
yang berorientasi bahari. Masing-masing objek akan berbeda-
beda, akan tetapi pada garis besarnya dapat dibedakan menurut
jangka pembangunan masing-masing. lndikasi utama dan basir
revitalisasi adalah:
a) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
pada kawasan dan objek revitalisasi,
b) Meningkatkan kondisi Iingkungan pada kawasan dan objek
revitalisasi dalam bentuk penyediaan prasarana dan
c) Meningkatkan aktifitas wisata baharr di kawasan Kamal
Muara dan Sunda kelapa.
c. Dampak Kebijakan Reklamasi
Dengan mengingat bahwa kawasan daratan sebagai hasil
proyek reklamasi akan menyatu dengan wilayah daratan yang
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sudah ada, kelak akan berpengaruh pada RUTR Kota Jakarta.
PertamJahan wilayah daratan akan terjadi dan menyebabkan pula
terjadinya perubahan fungsi lahan pada beberapa lokasi tertentu.
Beragam kemungkinan yang akan terjadi secara dini telah
diantisipasi oleh Pemerintah Daerah DKI lewat Peraturan Daerah
yang ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan konsep tata ruang
yang mengkaitkan beberapa wilayah kecamatan di wilayah Jakarta
Utara.
Dalam jangka panjang, bersamaan dengan pelaksanaan
program reklamasi, wilayah Jakarta Utara akan ditata kembali
secara keselurtilian lewat konsep pengembangan wilayah pantai
utara Jakarta yang meliputi Sub-Kawasan Barat mencakup
Kecamatan Penjaringan, Sub-Kawasan Tengah mencakup
Kecamatan Pademangan dan sebagian Kecamatan Tanjung Priok,
dan Sub-Kawasan Timur mencakup sebagian daratan
Kecamatan Tanjung Priok, Koja dan Cilincing.
Melalui konsep pengembangan wilayah pantai utara Jakarla, di
masa mendatang wilayah tersebut akan mengalami perubahan
secara besarbesaran. Aspek bisnis, jelas sangat prospektif dan
menjanjikan karena tersedianyi fasilitas dan penunjang kegiatan
usaha.
Sebagaimana halnya pada pelaksanaan berbagai proyek
besar, proyek reklamasi inipun kelak akan menimbulkan dampak,
baik dari segi lingkungan dengan ekosistemnya maupun terhadap
tata ruang. Dalam arti juga berdampak pada turunnya kualitas
lingkungan. Belum lagi dampak yAng muncul, baik pada saat
pelaksanaan maupun setelah proyek. selesai, meskipun dari
kacamata bisnis adanya proyek reklamasi ini menjanjikan
peluang yang sangat spektakuler.
Untuk mengahtisipasi sejauhmana pengaruh yang
ditimbulkan oleh proyek reklamasi, baik pengaruh positif maupun
negatif, tenth hanis kajian secara komprehensif dan berbagai
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aspek dengan didukung data lapangan yang merupakan kondisr
riil dan wrlayah yang akan terkena reklamasi.
Lahirnya Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang
Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang pada intinya memberikan
wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota
Jakarta untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan pantai utara
Jakarta merupakan wujud nyata dan keinginan untuk
mengembangkan kota Jakarta secara terpadu. Tindak lanjut dari
Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 di atas dituangkan dalam
format Peraturan Daerah No. B tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan
Pantura Jakarta. Hal ini mengandung afti bahwa Pemerintah
Daerah DKI Jakarta (Gubernur) mengemban arnanat untuk
menyelenggarakan Reklamasi Pantura Jakarta.
Menurut Pasal Pasal 1 (f) Peraturan Daerah No. B Tahun
1995, Reklamasi adalah kegiatan penimbunan dari pengeringan
laut, sedangkan Pasal 1(e) Peraturan Daerah No. B Tahun'1995,
kawasan pantai utara adalah sebagian wilayah Kctamadya Jal<arta
Utara yang meliputi areal daratan pantai utara Jakarta yang ada
dan areal reklamasi pantai utara Jakarta.
Pada dasarnya strategi pengemLrangan kawasan pantai
utara Jakarta yang implementasinya direncanakan melalui reklamasi
kawasan pantai utara Jakaria bertujuan:
a. Mernbantu mengatasi masalah orientasi pertumbuhan kota
yang cenderung mengarah ke kawasan konservasi bagian
selatan Jakarta:
b. Mendorong sefia mengakselerasikan pertumbuhan dan
pernbangunan prasarana angkutan massal sebagai upaya
untuk meningkatkan efisiensi jalur angkutan umum Utara-
Selatan dan Timur-Barat,
c. Mengenrbangkan program perbaikan, peningkatan dan
rehabilitasi kualrtas lingkungan, termasuk upaya konservast
dan restorasi fungsi ekologi kawasan uiara Jakarta;
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d. Mempertahankan dan meningkatkan nilai historis cagar
budaya melalui pemugaran kawasan dan objek sejarah sepefii
kawasan Sunda Kelapa.
Berdasarkan tujuan tersebut, rencana reklamasi kawasan
pantai utara Jakarta akan memberikan manfaat:
a. Penyediaan lahan hasil reklamasi bagi pembangunan
kawasan pemukiman, komersial, jasa, industri dan rekreasi
dengan sarana yang memadai;
b. Pelestarian kawasan lindung seperti hutan bakau, cagar
alam, biota laut serta objek cagar budaya;
c. Peningkatan aksebilitas antara kawasan pantai utara Jakarta
dengan wilayah Kabupaten Tangerang dan Bekasi;
d. Membantu upaya pengendalian banjir,
e. Meningkatkan fungsi pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda
Kepala.
Kawasan pantai utara Jakarta meliputi kawasan reklamasi dan
daratan pantai lama yang akan direvitalisasi. Secara geografis,
proyek pantai utara Jakarta mencakup areal reklamasi yang meliputi
perairan laut Teluk Jakarta diukur dan garis pantai utara Jakarta
secara tegak lurus ke arah taut hingga garis yang
menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan
kedalaman 3 meter.
Batas wilayah administratif yang berdekatan yaitu di sebelah
utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan
Kabupaten Bekasi dan sebelah $elatan berbatasan dengan
Kecamatan Kelapa Gading wilayah Kotamadya Jakarta Utara,
wilayah Kotamadya Jakarta Barat, wilayah Kotamadya Jakarta
Timur dan wilayah Kotamadya Jakarta Pusat.
C. Obyek Penelitian Provinsi Bali
Untuk mempeftahankan laju pertumbuhan ekonomi yang
sudah tinggi dibutuhkan investasi yang besar sehingga Propinsi
i3ali berusalm terus menarik dunia usaha aqar menanamkan
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modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya
pembangunan di Propinsi Balr. program-program pokok
Pembangunan Daerah Bali adalah.
1. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
kesehatan. pendidikan dan kesejahteraan rakyat
3. Pemerataan pembangLrnan dan pelestarian lingkungan
hidup
4. Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah
5. Mewujudkan supremasi hokum dan penegakan hukum dan
HAM
6. Memberdayakan kebudayaan daerah, lembaga-lembaga
tradisional dan lembaga adat daerah
7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan hukum dan
HAM
B. Menerapkan sitem administrasi pemerintahan dan
pembangunan yang efektif, efesien, transparan serta
rneni ngkatkan profesionalisme aparat
Strategi Pengembangan Tata Ruangnya diatur dalam pasal
26 Peraturan Daerah No.4 Tahun 19g6 tentang Rencana Tata
Ruang Propinsi Bali adalah sebagai berikut:
1. Strategi Pengembangan Tata Ruang dilandasi oleh falsafah
Tri Hita Karana.
Pengelolaan Kawasan Lindung;
2. Strategi Pengembangan Tata Ruang mencakup:
a. Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung.
b. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya.
c. Strategi Pengembangan Sistem prasarana Wilayah;
d. StrateglPengembangan Kota-kota.
e. Strategi Pengembangan Wilayah prioritas.
Pe,gembangan wilayair prioritas meripLrti wirayah-
wilaya h .
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d. Wilayah Prioritas Bali Barat meliputi Kecamatan Negara
diarahkan pada pengembangan aneka industri, pariwisata,
pertanian dengan pnoritas kegiatan adalah pengembangan
zona industri.
Wilayah Prioritas Bali Utara meliputi kecamatan Buleleng dan
Gerokgak diarahkan pada penanggulangan lahan kritis,
pengembangan aneka industri, pariwisata, pengentasan
desa terlinggal, pertanian, pengendalian kawasan cepat
berkembang dengan prioritas kegiatan adalah
pengembangan zona industri di Kecamatan Gerokgak
ditunjang dengan pengembangan pelabuhan laut Celukan
Bawang.
Wilayah Prioritas Bali Tengah meliputi Kecamatan Tabanan,
Mengwi, Kuta Sukawati, Ubud, Blahbatuh, Gianyar, dan ketiga
Kecatriatan di Kota Denpasar diarahkan pada
pengembangan industri kecil kerajinan, pariwisata,
pertanian, pengendalian kawasan cepat berkembang
dengan prioritas kegiatan adalah pengendalian kawasan
cepat berkembang.
Wilayah Prioritas Bali Timur meliputi Kecamatan Kintamani
Kubu, Abang, Karangasem diarahkan pada pengentasan
desa tertinggal dan penanggulangan lahan kritis, pariwisata
pertanian, dengan prioritas kegiatan adalah pertambangar
galian C di kecamatan Kubu dan Abang-Kabupate-
Karangasem, pengentasan desa tertinggal d a -
penanggulangan lahan kritis.
Wilayah Prioritas Bali Nusa Penida meliputi Kecamatan Nls.
Penida yang.terdiri dari Pulau Nusa Penida, N'-.--:
Ceningan, Nusa Lembongan pengentasan desa tertinggal :.
perranggulangan lahan kritis, pengembangan pariwts: '
pertanian. dengan prioritas kegiatan acr.
pengembangan kawasan pariwisata, pengentasan ::: '
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Potensi dan peluang investasi dimasing-masing daerah
telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4
Tahun 1999 memuat tentang rencana tata ruang wilayah di
seluruh Bali. Potensi dan peluang investasi meliputi, pariwisata,
perdagangan, agrowisata, industri dan pertanian.
Pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Dalam
pengembangan Kepariwisataan Daerah Bali bertumpu kepada
kebudayaan Daerah Bali yang bersumber dari agama Hindu.
Sesuai dengan Peraturan Daerah No.4 Tahun 1999 tentang
Perubahan Pertama Rencana Tata Ruang Propinsi Bali telah
ditetapkan 15 Kawasan Pariwisata yaitu Nusa Dua, Kuta, Tuban,
Sanur, Ubud, Lebih, Soka, Kalibubuk, Batuampar, Candikusuma,
Perancak, Nusa Penida, Candidasa, Ujung, Tulamben.
Menurut Pasal 13 huruf 1, bahwa Pengembangan
pariwisata diarahkan pada pengembangan sarana wisata di
kawasan pariwisata dan di luar pariwisata sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan. Sebagai sentra pariwisata utama di Pulau Bali,
Kabupaten Badung teru.s mengembangkan seluruh potensi yang
dimilikinya menjadi 3 (tiga) wilayah pembangunan disesuaikan
dengan kondisi wilayah:
1. Wilayah pembangunan Badung Utara meliputi Kecamatan
Petang dan Abiansemal dengan pusat pengembangannya di
Blahkiuh didominasi aktivitas perkebunan dan tanaman
pangan, wisata alam, pgternakan, industri kecil, kerajinan dan
konservasi yang diarahkan kepada komoditi ekspor dan
penunjang pariwisata; potensi alam untuk obyek pariwisata,
konservasi air tanah. Potensi kepariwisataan ini diarahkan
pada wisata agro dan wisata petualangan dengan tidak
mengganggu fungsi kawasan tersebut sebagai kawasan
penyangga dan kawasan lindung
2. Wilayah pembangunan Badung Tengdh meliputi Kecamatan
Mengwi dengan pusat pengembangannya di Mengwi,
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dengan dominasi aktivitas pertanian tanaman pangan,
pariwisata budaya, peternakan dan industri kerajinan rumah
tangga, pengembangan fisik wilayah kota dan lain
sebagainya. Pengembangan potensi kepariwisataan Badung
Tengah ini dengan dominasi aktivitas industri Pariwisata.
3. Wilayah pembangunan Badung Selatan meliputi
Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan dengan pusat
pengembangannya di Kuta, dengan dominasi aktivitas
pariwisata, perdagangan dan jasa, pusat pendidikan,
perikanan, industri kecil dan lain sebagainya yang
pengembangan potensi kepariwisataan diarahkan sebagai
kawasan pariwisata dengan penyediaan berbagai fasilitas
kepariwisataan khususnya di Daerah Kuta, Nusa Dua, Tanjung
Benoa, Bukit, Jimbaran dan Kedonganan. ,
Untuk menunjang arus kedatangan wisatawan kedaerah ini
sarana dan prasarana kepariwisataanjuga ikut mendukung,
sehingga pembangunan kepariwisataan Bali adalah pembangunan
kepariwisataan yang menyeluruh dan terintegrasi.
Pembangunan jasa akomodasi di bidang pariwisata khusus
untuk daerah Badung dan Denpasar dilakukan secara selektif.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan karena populasi
bangunan yang sudah padat.
Kawasan wisata pantai yang dijadikan obyek penelitian di
Propinsi Bali terutama difokuskan pada pantai-pantai yang
lokasinya terletak pada Kabupaten Badung dan Bali Selatan.
Dengan pertimbangan bahwa seCara geografis letak Kabupaten
Badung sangat strategis. Wilayah yang luasnya 418 Km ini
terdiri dari 6 kecamatan, dibatasi oleh Samudera Hindia dari tiga
arah mata angina: timur, selatah dan barat. Arus wisatawan ke
Kabupaten Badung" sangat besar yang memperkokoh identitas
Kabupaten Badung sebagai "pintu gerbang" pariwisata Pulau Bali
dan memberi imbas pada perkembangan industri. pariwisata. Obyek
wisata Wisata Bahari di Kabupaten Badung terdiri. Pantai Nusa Dua,
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Pantai Kedonganan, Pantai Tanjung Benoa, Pantai Jimbaran,
Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak, Pantai Canggu,
Pantai Peti Tenget, Pantai Labuhan Sait, Pantai Suluban. Oleh
karena itu, tidak mengherankan bila Kabupaten Badung
memiliki garis pantai yang cukup panjang dibandingkan dengan
kabupaten-kabupaten lain di Propinsi Bali yaitu Pantai Kuta,
Pantai Labuhan Sait, Pantai Suluban, Pantai Nusa Dua, Pantai
Jimbaran, Pantai Kedonganan dan Pantai GegerSawangan. Di garis
pantai ini terletak daerah wisata yang sangat dikagumi wisatawan
seperti Kuta, Sanur dan Nusa Dua.
Kota Denpasar juga merupakan kota tujuan wisata dimana
para wisatawan bias mencari pengalaman dan mempelajari tentang
sebagai atraksi budaya yang terdapat di Denpasar mulai dari Puri
Pemecutan, Puri Satria dan Kesiman, kemudian mengunjungi
Pura tertua dan terbaru di kota ini. Kemudian dilanjutkan ke
Museum Bali, Museum Lukisan Jari, Museum Le Mayeur dan
Museum Arkeologi di Sesetan. Wisatawan juga dapat
berbelanja di Pasar Kumbasari, Pasar Badung yang berlokasi
di pinggir sungai. Terakhir ke Pasar Burung di Satria dan Pasar
Kreneng. Lazimnya daerah lain di Bali, Denpasar juga memiliki
beberapa objek wisata menarik seperti: Pantai Sanur dan Pantai
Kuta, Bali Art Centre (Taman Budaya), Kawasan Padanggalak,
Lapangan Puputan, Monumen Bajra Sandhi.
Menurut I Wayan Loter-Kepala Dinas Pariwisata Propinsi
Bali, rencana pengembangan pariwisata di Propinsi Bali saat ini,
tenttama sebagian besar diarahkan ke Bali Timur (Kabupaten
Karangasem) antaia lain Pantai Candi Dase, Pantai Amed.
Sedangkan Bali Barat (Kabupaten Jembrana) antara lain Pantai
Jembrana; maupun Bali Utara (Kabupaten Buleleng, Kabupaten
Bangli) antara lain Pantai Batu Ampar, Pantai Lovina. Walaupun
sudah ada Rencana Pengembangan Pariwisata, akan tetapi para
investor kurang berminat menanamkan modeilnya di lokasi-lokasi
tersebut, hal ini disebabkan karena:
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a. Transport sangat jauh dari Bandara.
b. Sarana dan Prasarana kurang memadai.
c. Prasarana penunjang masih kurang optimal.
Padahal jika ditinjau dari segi lokasi wisata pantai-pantai
di Bali Timur, Bali Barat dan Bali Utara tersebut dibandingkan
dengan Pantai Bali Selatan relatif sama, hanya bedanya Pantai
Bali Selatan sudah lama berkembang sehingga tampak lebih
indah. Masing-masing pantai mempunyai karakteristik, dan ciri khas
tersendiri, misalnya pasir Pantai Lovina berwarna hitam
sedangkan pasir Pantai Amed yang terletak diperbatasan Kabupaten
Buleleng dan Karangasem berwarna putih. Oleh karena itu,
sosialisasi pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan tidak hanya
bagi masyarakat, tetapi juga pada investor maupun Pemerintah
Daerah setempat.
Saat ini Rencana lnduk Pengembangan Pariwisata Daerah
Propinsi Bali yang dibuat pada zaman Hindia Belanda sedang
direvisi dengan bantuan dari UNDP. Berdasarkan Rencana lnduk
Pemerintah Daerah Propinsi Bali tersebut maka akan dibangun
kawasan pariwisata berskala luas (seperti: Sanur, Nusa Dua,
Kuta) yang berskala Kerakyatan yaitu usaha swakelola oleh
masyarakat setempat tanpa menggunakan modal asing. Namun
hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal,
disebabkan karena kemampuan kawasan pariwisata di setiap
Kabupaten/Kota tidak sama, maka untuk mengantisipasi situasi
dan kondisi yang ada perlu dibuat master plan-nya terlebih dahulu.
Pantai merupakan salahr satu kawasan yang perlu
mendapat perlindungan dan penataan ruang yang berwawasan
konservasi. Namun pada kenyataannya perlindungan pada
wilayah pesisir tersebut sering 'terabaikan. Kegiatan ekonomi
lebih cenderung mendominasi wilayah ini, pada akhirnya, publik
ikut terkena dampaknya, Perlindungan terhadap kawasan pantai
bertujuan melindungi dari kegiatan budidaya yang dapat
mengganggu kelestarian alam wilayah tersebut.
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Jika ditinjau dari segi yuridis, sebenarnya telah ada
upaya dari Pemerintah Pusat agar ketentuan Keputusan
Presiden No.32 Tahun 1990 jo. Menteri Negara Agraria (Soni
Harsono) telah menerbitkan Surat Edaran No.500-1997 berikut
penjelasannya. lsinya, berupa pengetatan pemberian izin lokasi
untuk pemanfaatan tanah pantai dan pulau. Dengan tegas
disebutkan, bahwa Pemerintah akan menolak permohonan izin
lokasi dan hak atas tanah yang meliputi seluruh pulau.
Sedangkan untuk izin lokasi tanah yang berbatasan dengan pantai
harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Selain itu
juga telah ada ketentuan tentang lzin Mendirikan Bangunan (lMB).
Salah satu kegunaan IMB adalah untuk menata pola penggunaan
ruang kota dan sekaligus mencegah munculnya bangunan-
bangunan yang dinilai dapat merusak dan membahayakan
keselamatan warga kota.
Sesuai dengan dalam Peraturan Daerah No.B Tahun 1999
tentang Pembinaan Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata di
Propinsi Bali yang menetapkan bahwa:
"Disamping memenuhi ketentuan yang berlaku maka setiap
rencana pembangunan prasarana dan sarana
kepariwisataan yang dilaksanakan dalam Kawasan
Pariwisata terlebih dahulu agar disosialisasikan secara
terbuka, mendapat saran pendapat dan pertimbangan dari
masyarakat setempat melalui Desa Adat dan Lembaga
Swadaya Masyarakat dan diputuskan melalui rapat
Desa Adat. Setiap pembangunan dalam kawasan
pariwisata harus sesuai dengan Peraturan Daerah No.4
Tahun 1999, Rencan'a Detail Tata Ruang Kawasan
Pariwisata yang bersangkutan dan AMDAL
Kawasan".
Dalam rangka penge.mbangan kawasan pantai melalui
reklamasi, mendirikan hotel serta bangunan lain di sepanjang
pantai, para investor wajib memenuhi segala perijinan yang
dipedukan dan mengajukan AMDAL. Dalam proses pemeriksaan
AMDAL yang diajukan oleh investor, masyard'kat cq. Kepala Adat
juga dilibatkan, berarti masyarakat telah diikutsertakan dalam
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rangka pengawasan tingkat pertama yang di wakili oleh Kepala
Adatnya.
Hal tersebut berkaitan dengan peran Kepala Adat (disebut
Kepala Desa Adat berperan pada masalah keagamaan) yang
berbeda dengan Kepala Desa (disebut Kepala Desa Dinas
berperan pada masalah kedinasan/pemerintahan), karena
eksistensi Kepala Adat dalam masyarakat Propinsi Bali sangat kuat,
berkenaan dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi adat yang
sangat berat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
warganya. Budaya di Propinsi Bali merupakan bagian dan
penjabaran dari agama Hindu-Bali. Selain itu, kekuatan eksistensi
Kepala Adat akan lebih tampak pada saat dilakukan "gerakan
pembangunan" dimana Lembagalembaga Adat sangat ampuh
dalam menggerakkan pembangunan di lingkungannya. Selain itu
partipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap
pembangunan dan pengembangan pariwisata di Propinsi Bali
selama ini juga telah dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat
(LSM), seperti. Persatuan Hotel Republik lndonesia (PHRI),
Kelompok Nelayan, Asosiasi Pelestarian Tanah Laut, Kelompok
Transportasi Pesona dan Gasbma, Forum Komunikasi Kawasan
Strategis, Forum Komunikasi Peduli, Koperasi Angkutan Wisata
Marga Sakti, Warga Pedagang Souvenir dan beberapa Desa
Adat di Kabupaten setempat.
Kalangan LSM juga mendesak Pemerintah Daerah agar
sunguhsungguh memperhatikan masalah perlindungan kawasan
pantai sementara menunggu ' terbitnya Undang-Undang
Pengelolaan Wilayah Pantai (PWP) dan Pulau-Pulau Kecil (PPK).
Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membuat Peraturan Daerah
guna menyelamatkan lingkungan kawasan pantai dan pulau
kecil dari kerusakan akibat eksploitasi sumber daya yang ada
di dalamnya. Sebab kegiatan seperti pendirian bangunan di garis
sempadan pantai, pembuangan limbah ke perairan laut dan
pengendalian pasir, serta reklamasi bisa ditemukan di beberapa
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tempat garis pesisir tanpa upaya pengendalian serius dari
pemerintah.
Jenis-jenis kegiatan semacam itu kian bertambah dari waktu
ke waktu. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Daerah
Kabupaten selama ini cenderung menitikberatkan target ekonomi
jangka pendek dengan sejumrah retribusi, ketimbang berupaya
menerbitkan perangkat peraturan untuk menyelamatkan
lingkungan pantai. Guna mencegah kerusakan lingkungan pantai
dan pulau-pulau kecil, pemerintah Daerah Kabupaten sudah
saatnya memiliki Peraturan Daerah Khusus yang mengatur tata
ruang pemanfaatan pantai. sebab, dengan diserahkannya
pengelolaan lingkungan pantai besefta perairan sepertiga dari 12
mil territorial raut Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota seperti
digariskan dalam uu 32 Tahun zoo4 tentang pemerintahan
Daerah, maka pemanfaatan sumber daya pantai akan kian
meningkat.
Pemerintah Daerah di Bali telah mempunyai payung hukum,
yakni Peraturan Daerah Garis sempadan pantai, peraturan Daerah
tentang Bangunan dan peraturan Daerah Rencana Tata Ruang
wilayah Kabupaten/Kota maka semua peraturan Daerah tacii dapat
dijadikan acuan untuk mengendarikan pemanfaatan ruang pesisir.
Menurut Pasal 30 peraturan Daerah No.4 Tahun 1gg6 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah propinsi Bali:
1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah propinsi Bali
diselenggarakan meralui kegiatan pengawasan dan
penertiban pemanfaatan r*ng.
2. Pengawasan Pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam ,
bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
3. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesui
dengan Rencana Tata Ruang diselenggarakan dalam bentuk
pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Guna menjamin tercapainya tujuan, sasaran kegiatan RTRW
maka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsin Bali
dilakukan oleh Gubernur sebagai Pimpinan Daerah. Gubernur
menyelenggarakan koordinasi dan keterpaduan penataan ruang
Daerah. Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan
pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah No.4
Tahun 1996 dilakukan oleh Gubdrnur atau pejabat yang ditunjuk.
Sedangkan pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya
dilakukan melalui pemberian perijinan yang ada pada instansi
pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam rangka menerapkan ketentuan hukum yang berlaku
berkaitan dengan UU Pariwisata, UU Penataan Ruang, UU
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keppres No.32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Daerah No.4
Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi
Bali, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bali beserta instansi
yang terkait telah berupaya dalam penegakan hukumnya (law
enforcement) yarlu sebelum hotel dibangun maka harus dibuat
AMDAL terlebih dahulu, sesuai dengan salah satu kewajiban
investor menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pengembangan Tata Ruang Wilayah Melalui Reklamasi
Reklamasi pantai merupakan perangkaian tindakan
pengeringan, pengerukan dan perluasan ruang daratan di
wilayah pantai yang pada beberapa pantai di wilayah lndonesia
pernah dilakukan. Akan tetapi di Propinsi Bali hanya ada 1 (satu)
daerah yang pernah dilakukan Reklamasi yaitu di Pulau
Serangan, inipun diiaksanakan pada zaman Orde Baru + 15
tahun silam yang bertujuan membuka wilayah pengembangan
wisata di Pulau Serangan.
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Dampak Kebijakan Reklamasi
Dampak dari Reklamasi di Pulau Serangan mengakibatkan
Pulau Serangan tersambung menjadi satu dengan Pulau Bali,
keadaan ini sangat menguntungkan penduduk setempat
termasuk nelayan tradisional yang tinggal di daerah ini. Setelah
rezim Orde Baru runtuh ternyata daerah Pulau Serangan gagal
dijadikan wilayah wisata, namun Pulau Serangan sudah
terlanjur menjadi satu dengan Bali, hal inilah yang membawa
keuntungan nelayan setempat karena perkampungan mereka
menjadi lebih teratur dengan adanya fasilitas jalan yang lebih
baik daripada sebelum Reklamasi. Berdasarkan hasil
wawancara dengan para nelayan di Pulau Serangan tidak ada
satupun yang mengeluh atau merasa dirugikan dengan
pelaksanaan Reklamasi di Pulau Serangan.
Di Pulau Serangan telah berlangsung kerusakan
lingkungan pantai di pesisir, ditandai dengan semakin
berkurangnya hutan bakau (mangrove) dan banyaknya
bangunan yang berdiri dengan mengabaikan ketentuan garis
sempadan pantai yang dibangun 50 meter dari garis air
pasang. Dampak kurangnya pengendalian kawasan pantai
menyebabkan nisaknya lingkungan pesisir, termasuk
musnahnya hutan bakau (mangrove). Alih fungsi pesisir,
misalnya menjadi pertambakan, pengembangan wilayah
untuk kawasan wisata, menjadi penyebab utamanya. Jalan
terbaik segera terbitkan Peratqran Daerahnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dan ciengan
memperhatikan pokok permasalahan, nraka dapat ditarrk
kesimpulan akhir sebagai berikut.
1. Bahwa pelaksanaan Reklamasi Pantai di Sulawesi Selatan
(khususnya Makassar) Pantai Utara Jawa (khususnya
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Jakarta Utara) dan Bali ternyata telah sesuai dengan asas
dan tujuan penataan ruang sebagarmana tercantum dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang. Demikian pula telah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),
mengingat diketiga wilayah obyek penelitian RTRWN telah
dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) masing-
masing daerah yang berisikan rencana tata ruang diwilayah
masing-masing (RTWT) terbukti bahwa semua Reklamasi
dilaksanakan sesuai RTRW yang tercantum dalam perda
tiap provinsi.
2. Terdapat beberapa pelanggaran hukum dalam pelaksanaan
reklamasi pantai antara lain
a. Di Sulawesi Selatan (Makassar) terbukti beberapa
hotel besar dibangun diatas area hasil reklamasi yang
melanggar batas sepadan pantai. Contoh konkrit Hotel
Golden Makassar yang terlampau menjorok kelaut
disekitar Pantai Losari
b. Di Bali-Pulau Serangan dalam rangka
pengembangan wilayah untuk kawasan wisata
melalui cara reklamasi, mengakibatkan telah
berlangsung kerusakan lingkungan pantai di pesisir,
ditandai dengan semakin berkurangnya hutan bakau
(mangrove), alih fungsi pesisir, misalnya menjadi
pertambakan, dll.
c. Di Pantai Utara Jakarla, sebagarmana halnya pada
pelaksanaan berbagai proyek besar, proyek reklamasi
inipun kelak akan menimbulkan dampak. balk dari segi
lingkungan dengan ekosrsternnya nraupun terhadap tata
ruang Dalam afti juga berdampak pada turunnya kualitas
lingkungarr Belum lagi dampak yang muncul, baik pada
saat pelaksanaan maupun setelah proyek selesa
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meskipun dari kacamata bisnis adanya proyek
reklamasi ini menjanjikan peluang yang sangat
spektakuler. Salah satu dampak yang cukup membawa
perubahan yang signifikan adalah masalah sosial
ekonomi dan social budaya yang terkait erat dengan
pergeseran pemukiman penduduk sebagai konsekuensi
logic dari refungsionalisasi peruntukkan lahan di wilayah
utara kota Jakarta, yang umumnya lokasi tersebut
berada di bibir pantai. Dampak yang berkaitan dengan
social ekonomi mengacu pada perubahan yang
terjadi pada struktur mata pencaharian, tingkat
pendapatan serta kesempatan kerja.
Semua hal-hal tersebut memberi dampak buruk
bagi masyarakat nelayan yang sudah berdomisili secara
turun-temurun di sekitar pulau dan jelas inelanggar hak-
hak asasi para nelayan karena tidak sesuai dengan
amanat dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi
Manusia maupun UU No. 3g/1ggg Tentang Hak Asasi
Manusia khususnya Pasal g, pasal 2g ayal (1),(2), pasal
36 ayat (1), (2), (3), Pasal 40, dan pasal 71, TZ,Z3.
Bahkan Kovenan lnternasional Hak-Hak Ekononri, sosial
Dan Budaya ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum z2oo
A (xxl) tanggal 16 Desember 1966, dan telah diratifikasi
oleh Pemerintah lndonesia.
Bahwa pelaksanaan Reklamasi pantai yang diikuti oleh
Revitalisasi kawasan yang bersangkutan ternyata sebagian
diantaranya melanggar asas dan tujuan berlindungan dan"
pengelolaan lingkungan hidup.
Reklamasi itu sendiri justru mengakibatkan
kemunduran lingkungan antara lain.
a. Biota laut hancur terumbu karang habis, pulau_pulau
kecil terancam tenggelam
b. lkan yang men.ladi rnata pencaharian nelayan sehari_
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hari, sudah semakin sulit diperoleh
c. Penurunan kualitas udara dan peningkatan
kebisingan,
d. Penurunan kualitas air laut, tergangg unya sistem
drainase di muara Sungai
e. Penurunan tingkat kebersihan dan estetika
f. Penurunan populasr flora dan fauna darat dan
penurunan populasi biota perairan (nekton),
g Peningkatan gangguan lalu lintas laut, maupun lalu
lintas darat,
h. Peningkatan gangguan kesehatan masyarakat dan
i. Peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban
nasional (kamtibnas).
Salah satu dampak yang cukup membawa perubahan
yang signifikan adalah masalah sosial ekonomi dan social
budaya yang terkait erat dengan pergeseran pemukiman
pencluduk sebagai konsekuensi logic dari
refungsionalisasi peruntukkan lahan di wilayah utara kota
Jakarta, yang umumnya lokasi tersebut berada di bibir
pantai.
Adanya kendala fisik kawasan pantai utara Jakarta
dalam rangka menanggapi keinginan berbagai pihak yang
mengidentifikasikan adanya peluang investasi dan
kegiatan usaha yang perspektif, telah mendorong
Pemerintah Daerah DKI Jakarla untuk menetapkan
semacam kondisi "status quo" bagi Ltpaya pengembangan
kegiatan di sepanjang pantai utara Jakarla. Dalam kaitan ini.
pembangurran di pantai utara Jakarta dilakukan secara
sangat terbatas bagi kepentingan yang sangat nrendesak
Kondisi statr-rs quo ini didasari oleh kesadaran yang
mendalam tentang belum tersedranya basis perencanaan
yang cukup memadai, di carnping pemahaman bahwa
adalah tidak terlaksana jika rnengandalkan solusi jangka
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pendek untuk dipertimbangkan sebagai basis pertumbuhan
kota Jakarta di masa mendatang.
Salah satu langkah antisipasi untuk mengendalikan
dampak reklamasi tercermin dalam konsep penataan
pemukiman dan penyediaan fasilitas Rumah Susun di atas
lahan hasil reklamasi yang pada prinsipnya tidak
mengganggu aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-
sumber mata pencaharian yang ada saat ini.17 Selain
masalah tempat tinggal, juga ketersediaan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat yang terkena dampak
langsung reklamasi.
Adanya proyek reklamasi dan penataan ruang
melalui konsep refungsionalisasi lahan akan menimbulkan
pergeseran dalam pola kehidupan masyarakat. Dengan kata
lain, ada jenis pekerjaan yang telah ditekuni sejak lama
kehilangan medan geraknya dan bersamaan dengan itu
muncul peluang bagi pengembangan profesi yang baru, yang
tentunya perubahan pola hidup masyarakat tersebut
bukanlah merupakan hal yang mudah.
B. Saran
Dengan memperhatikan beberapa kenyataan dilapangan
tentang Dampak Negarif Pelaksaan Reklamasi Pantai kiranya
dapat di kemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1. Perlu dilaksanakan penerapan sanksi hukum terhadap
Pejabat Pemda yang memberikan izin tidak sesuai dengan
RTRW setempat, (Penerapan kongkrit Pasal 69 sampai
dengan Pasal 73 UUPR)
2. Perlu dipertimbangkan dengan bijaksana untuk pelaksanaan
reklamasi berikutnya (di masa mendatang) agar dampaknya
tidak lagi merugikan golongan ekonomi lemah
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